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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dipungut oleh 

pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan guna membiayai 

pengeluaran pemerintahan serta pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan 

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa  berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

Wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban 

pembayaran pajak, pelaporan atau penyampaian pajak dan pemberitahuan pajak 

yang terutang kepada pemerintah, yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak 

(Dirjen pajak). sebelum melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus 

memberitahukan jumlah pajak yang terutang kepada Dirjen pajak melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT) pajak. 

Menyampaikan atau melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban 

Wajib Pajak sebagaimana tertulis di Undang-undang No. 28 Tahun 2007  

menyatakan bahwa “ Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, 

lengkap, dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf 
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latin, Angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani seta 

menyampaikannya ke Kantor Diektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan di tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak”. 

dalam undang-undang ini disampaikan bahwa penyampaian SPT pajak 

merupakan suatu kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan dengan benar 

oleh setiap wajib pajak.  

Penyampaian SPT  merupakan kewajiban perpajakan yang harus 

dilaksanakan dengan benar oleh setiap wajib pajak, DJP berusaha meningkatkan 

penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan 

perpajakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJP adalah dengan 

melakukan perubahan terhadap administrasi pelaporan perpajakan untuk 

mengantisipasi adanya permasalahan pajak mengenai adanya Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) yang kurang memiliki kesadaran untuk patuh dalam hal 

melaporkan SPT (Amalia, 2016).  

Adanya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangatlah 

penting, kesadaran dalam membayar pajak memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan perilaku patuh serta taat pajak karena ketidaksadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak dapat mengakibatkan keinginan untuk melakukan 

tindakan pengelakan, penghindaran maupun pelalaian pajak yang pada akhirnya 

akan merugikan Negara. Selain itu, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk 

memenuhi kewajiban yang berlaku tentunya dapat memaksimalkan penerimaan 

pendapatan Negara (Syafira, 2018). Berikut ini merupakan tabel kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dari tahun 2016-2020: 
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Tabel 1.1 

Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

KPP Pratama Madiun 

Tahun 

Pajak 

WPOP yang 

Terdaftar 

SPT yang di 

lapor 

SPT yang 

tidak di 

lapor 

Persentase  

2016 101.711 51.584 50.127 50,71% 

2017 109.211 53.974 55.237 49,42% 

2018 117.977 51.468 66.509 43,62% 

2019 128.674 55.309 73.365 42,98% 

2020 132.874 50.720 82.154 38,17% 

(Sumber data diperoleh dari KPP Pratama Madiun) 

Realisasi penyampaian atau pelaporan SPT Tahunan di Indonesia secara 

keseluruhan per 1 mei 2020 sesuai data DJP hanya 10,97 juta wajib pajak. 

pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada tanggal yang sama 

di tahun sebelumnya yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan 

SPT Tahunan. Rasio kepatuhan turun dari 66% menjadi 57,7% 

(pajakonline.com).  

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semenjak tahun 2018 pelaporan 

SPT Tahunan dilakukan secara online, tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak 

di Madiun dari tahun 2018-2020 WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan 

yang signifikan. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan jumalah WPOP 

yang melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan pada 

tahun 2020 rasio kepatuhan WPOP hanya sebesar 38,17% saja. Rasio 

mengalami penurunan 4,81% dari tahun 2019 yaitu sebesar 42,98%.  

Dalam penelitian Astuti, Inne Nidya (2015) pada mulanya SPT pajak 

disampaikan oleh wajib pajak kepada DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak 
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secara manual. Namun seiring dengan perkembangan teknologi DJP mengadopsi 

sebuah inovasi pelayanan pajak berbasis internet dalam bentuk  e-filling, yaitu 

pelayanan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan yang berbentuk Formulir 

elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas melainkan 

berbentuk formulir elektronik yang disampaikan ke DJP melalui KPP dengan 

cara terintegrasi dan real time.  

Melalui Keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 2004 

resmi diluncurkan produk E-Filling. E-Filling merupakan layanan pengisian dan 

penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara online kepada DJP 

melalui internet pada situs yang ada di DJP. Dengan adanya sistem tersebut 

diharapkan mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap wajib 

pajak dalam penyampaian SPT (Winarsih, dkk 2020). Untuk pengaturannya 

lebih lanjut  dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan secara elektronik (e-filling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa 

Aplikasi (ASP).  

Dalam penyampaian SPT t terdapat beberapa Wajib Pajak yang belum 

sepenuhnya memahami mengenai peraturan perpajakan yang akan berdampak 

pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh 

apabila Wajib Pajak memahami secara penuh mengenai peraturan perpajakan 

antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, 

cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan 

SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu (Agustiningsih, 2016). Apabila 
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semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak, maka semakin mudah pula 

bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Menurut Saila dan Adnan (2018) Tingkat pemahaman perpajakan dari 

Wajib Pajak perlu dibahas karena pengetahuan mengenai perpajakan merupakan 

salah satu faktor yang potensial untuk pemerintah dalam meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila 

semakin tinggi suatu tingkat pengetahuan serta pemahaman Wajib Pajak 

mengenai peraturan perpajakan, maka semakin rendah pula kemungkinan Wajib 

Pajak tersebut melanggar peraturan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan.  

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dengan berbagai metode yang 

dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah informasi mengenai 

segala kegiatan maupun peraturan yang berkaian dengan perpajakan agar dapat 

dilaksanakan oleh masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi maupun 

badan (Qohar, 2019). Sosialisasi perpajakan juga merupakan  faktor yang 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi menurut Putra, Risky 

R.R, dkk (2014) menyatakan bahwa, salah satu penyebab rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak adalah kurang maksimalnya petugas dikantor pajak dalam 

memberikan pelayanan. Kualitas pelayanan diharapkan mampu meningkatkan 

kepatuhan pajak dalam bidang perpajakan. 

Terdapat penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya 

penelitian oleh Agustiningsih (2016) menyatakan bahwa penerapan E-filling 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Berbeda dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) memperoleh 

hasil bahwa penerapan e-filling sudah mudah di gunakan tetapi belum efisien 

bagi wajib pajak. Penelitian Faizin dkk (2016) memperoleh hasil bahwa tingkat 

pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian Solichah dkk (2019) 

menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan formal pajak. Sedangkan pada penelitian Desmi, Annisa Fitri (2020) 

menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan belum bisa mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Berbeda dengan 

penelitian Faizin, dkk (2016) memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Widyastuti (2020) 

pelaporan pajak secara online, Lianty (2017) sosialisasi perpajakan, dan 

Agustiningsih (2016) tingkat pemahaman perpajakan. Perbedaan peneltian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan tahun penelitiannya. 

Penelitian ini dilakukan  di KPP Pratama Madiun pada tahun 2020. 

Berdasarkan masalah diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh 

Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling), Tingkat Pemahaman 

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
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Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Di KPP Pratama 

Madiun)”. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling) Berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan? 

2. Apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan? 

3. Apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan? 

4. Apakah Pelaporan Pajak Secara Online (E-filling), Tingkat Pemahaman 

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan? 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk Mengetahui apakah Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling) 

Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Penyampaian SPT Tahunan. 



 

8 

 

b. Untuk Mengetahui apakah Tingkat Pemahaman Perpajakan Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian 

SPT Tahunan. 

c. Untuk Mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT 

Tahunan. 

d. Untuk Mengetahui apakah Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling), 

Tingkat Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian 

SPT Tahunan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya : 

a. Bagi Universitas 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu 

pengetahuan dalam bidang perpajakan serta dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan untuk meneliti 

kembali masalah pelaporan SPT Tahunan. 

b. Bagi Wajib Pajak 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang dapat 

dipertimbangkan wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan, 

sehingga kedepannya wajib pajak dapat lebih patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 
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c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan 

dalam mengaplikasikan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan 

dan kepatuhan wajib pajak serta mengimplementasikan teori-teori yang 

telah diperoleh selama masa perkuliahan serta berguna sebagai bahan 

bacaan dan literatur untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

selanjutnya. 

d. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun khususnya untuck 

meningkatkan pelayanan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam menyampaikan atau melaporkan SPT. 


